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Pasal 8 nomor 3 Reglement of de Rechtsvordering (RV) menyatakan bahwa gugatan harus memuat identitas para pihak, posita dan
petitum. Identitas para pihak termasuk di dalamnya, yaitu kapasitas penggugat apakah sebagai diri sendiri atau mewakili sebuah
Perseroan Terbatas. Dalam kasus ini AM tidak berkapasitas sebagai Penggugat karena tidak menerima kuasa dari RA yang memang
terlibat langsung dalam penandatanganan kontrak pembangunan kios di Jalan Diponegoro dengan Tergugat selaku Walikota, namun
dalam putusan No.21/PDT.G/2011/PN-BNA AM mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik 118 kios di Jalan Diponegoro.
Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan  hakim  tentang kedudukan para pihak dalam memutuskan
perkara Nomor 21/Pdt.G/2011/PN-BNA dan analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kaitannya dengan
tujuan hukum, yaitu  keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri
Banda Aceh. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk  memperoleh  data yang bersifat teoritis, sedangkan studi kasus dilakukan
dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 21/Pdt.G/2011/PN-BNA. Data dikumpulkan melalui studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan  hakim  dalam memutuskan perkara Nomor 21/Pdt.G/2011/PN-Bna adalah
mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat di persidangan telah jelas bahwa Penggugat dalam hal ini tidak
berkapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap 118 unit toko di jalan Diponegori karena Penggugat tidak menerima kuasa dari
para pemilik sebahagian kios yang telah Penggugat jual tersebut. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara No 21/Pdt.G/2011/PN-BNA
tidak seluruhnya mencapai tujuan hukum. Namun dalam putusan ini jika dilihat dari segi tujuannya hanya mencapai kepastian
hukum dan kemanfaatan  tetapi belum mencapai asas keadilan. Hakim seharusnya mempertimbangkan 40 kios yang dimiliki oleh
penggugat agar dana yang diterima oleh pesantren Almanar dari hasil penyewaan 40 kios tersebut tidak terhenti. Dimana Hakim
telah menerima seluruhnya eksepsi dari tergugat yang menyatakan bahwa pengugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan
terhadap tergugat. Penggugat bukan tidak memiliki kapasitas untuk mengugat objek perkara dalam putusan ini, akan tertapi
penggugat hanya berhak sebatas kios yang dimikinya.
Disarankan kepada para pihak agar dapat melaksanakan putusan sesuai dengan amar putusan secara sukarela, mengingat dalam
putusan tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban baik terhadap yang kalah maupun pihak yang dimenangkan. Disarankan
kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatan agar melihat dulu siapa yang pantas digugat dalam kasus ini, agar
memudahkan jalannya proses persidangan hingga selesai,  sehingga gugatan yang diajukan tidak sia-sia, sebaiknya pihak Penggugat
disarankan mengajukan gugatan untuk sebatas kios yang dimiliki saja. Kepada hakim dalam mengambil keputusan harusnya
mencapai keseluruhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, agar tercapainya kebahagiaan baik bagi
pihak tergugat maupun pihak penggugat.
